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ABSTRAC 

The study entitled "Analysis of the Influence of the Effectiveness Ratio, Regional Financial 

Independence, and the Degree of Fiscal Decentralization on the Original Regional Income of 

Temanggung Regency for the Period 2022 - 2023" aims to determine the influence of the 

Effectiveness Ratio, Regional Financial Independence Ratio, and the Degree of Fiscal 

Decentralization Ratio on the Original Regional Income of Temanggung Regency. The method 

used is quantitative descriptive with secondary data collection in the form of documentation. The 

results of the study show that financial performance based on the Effectiveness Ratio is classified 

as effective with an average value of 115.1%. The R.egional Financial Independence Ratio shows 

an instructive relationship pattern with an average of 23.36%, while the Degree of Fiscal 

Decentralization Ratio is classified as lacking with an average of 18.87%. In addition, it was found 

that the Effectiveness Ratio has no effect on Original Regional Income, while the Regional 

Financial Independence Ratio and the Degree of Fiscal Decentralization Ratio have an effect on 

Original Regional Income. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian berjudul "Analisis Pengaruh Rasio Efektivitas, Kemandirian Keuangan Daerah, 

dan Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung 

Periode Tahun 2022 – 2023" bertujuan untuk mengetahui pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah, dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Temanggung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan 

pengumpulan data sekunder berupa dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja 

keuangan berdasarkan Rasio Efektivitas tergolong efektif dengan nilai rata – rata 115,1%. Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan pola hubungan instruktif dengan rata – rata 23,36%, 

sementara Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal tergolong kurang dengan rata – rata 18,87%. Selain 

itu, ditemukan bahwa Rasio Efektivitas tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, 

sedangkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

 

Kata Kunci : Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung. 

 

PENDAHULUAN 

Penelitian ini membahas peran penting 

akuntansi dalam pencatatan keuangan akibat 

globalisasi dan reformasi. Di Indonesia, 

struktur pemerintahan terdiri dari 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten, dan Pemerintah Kota, yang 

memiliki kewenangan untuk mengatur 

urusan pemerintahannya sendiri. Sebelum 

otonomi daerah diterapkan, sistem 

pemerintahan lebih terpusat dengan kontrol 

penuh dari pemerintah pusat sehingga 

pemerintah daerah tidak memiliki wewenang 

untuk mengatur daerahnya sendiri. 

Terjadinya perubahan ke sistem 

desentralisasi bertujuan meningkatkan 

kualitas dan efisiensi pemerintahan. 

Penelitian dilakukan di BPKPAD Kabupaten 

Temanggung untuk menilai kinerja 

pemerintah daerah dalam mengelola 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

kontribusi pajak. Penelitian ini menggunakan 

variabel berupa rasio efektivitas, 

kemandirian keuangan daerah, dan derajat 

desentralisasi fiskal untuk mengevaluasi 
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pengelolaan keuangan daerah. Rasio 

efektivitas mengukur kemampuan 

pemerintah dalam mencapai Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sesuai anggaran, sementara 

kemandirian keuangan daerah menunjukkan 

ketergantungan daerah terhadap pemerintah 

pusat. Rasio derajat desentralisasi fiskal 

menilai kemampuan daerah dalam 

membiayai sendiri tanpa bergantung pada 

bantuan pusat. Penelitian ini bertujuan 

memahami kinerja pemerintah daerah 

Temanggung dalam mengelola pembiayaan 

daerah berdasarkan otonomi daerah. 

Oleh karena itu peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “ Analisis Pengaruh 

Rasio Efektivitas, Kemandirian Keuangan 

Daerah, dan Derajat Desentralisasi Fiskal 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Temanggung Periode Tahun 2022 – 2023. “ 

adalah untuk mengetahui bagaimana peranan 

kinerja pemerintah daerah Kabupaten 

Temanggung dalam mengelola dan 

bertanggung jawab atas pembiayaan 

daerahnya sendiri berdasarkan otonomi 

daerah.  

 

I. TINJAUAN TEORI 

Teori Stewardship 

Penelitian ini berfokus pada teori 

stewardship dalam konteks teori keagenan, 

yang menyatakan bahwa manajemen 

didorong oleh tujuan utama untuk kebaikan 

organisasi, bukan tujuan pribadi. Hipotesis 

ini menyatakan ada korelasi langsung antara 

kebahagiaan karyawan dan kinerja 

organisasi, di mana keberhasilan organisasi 

mencerminkan pemaksimalan utilitas para 

pemimpin dan manajemen.  

Teori stewardship diterapkan dalam 

akuntansi sektor publik dan non-profit untuk 

menjawab tuntutan informasi antara 

pengurus dan prinsipal. Teori ini membantu 

menjelaskan peran Pemerintah Daerah 

sebagai organisasi yang dapat diandalkan 

masyarakat untuk bertindak demi 

kepentingan publik dengan melaksanakan 

tugas dan fungsinya secara tepat, serta 

menerima akuntabilitas keuangan.  

Para pengelola, termasuk manajemen 

dan auditor internal, menggunakan 

keterampilan dan pengetahuan mereka untuk 

memastikan pengendalian internal yang 

efisien dan menghasilkan laporan keuangan 

berkualitas tinggi, guna mencapai tujuan 

ekonomi, layanan publik, dan kesejahteraan 

masyarakat. 

 

Rasio Keuangan 

Rasio keuangan digunakan untuk 

membandingkan angka-angka dalam laporan 

keuangan, seperti laporan realisasi anggaran, 

guna mengidentifikasi perubahan posisi 
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keuangan dan kinerja suatu perusahaan. Hasil 

perhitungan rasio keuangan harus 

dibandingkan dengan periode sebelumnya 

untuk melihat tren kinerja. Menurut Kasmir 

(2020), rasio keuangan adalah kegiatan 

membandingkan angka dalam laporan 

keuangan dengan membagi satu angka 

dengan angka lainnya. Kamaludin dan 

Indriani (2021) menyatakan bahwa rasio 

keuangan membantu mengevaluasi laporan 

keuangan dan mengidentifikasi kekuatan 

serta kelemahan perusahaan. 

Kesimpulannya, rasio keuangan 

mengevaluasi dan menganalisis hasil usaha 

selama satu periode akuntansi dibandingkan 

dengan periode sebelumnya, untuk 

mengetahui perubahan kinerja keuangan. 

Analisis rasio juga berfungsi sebagai alat 

peramalan kondisi keuangan dan hasil usaha 

di masa depan. 

 

Rasio Efektivitas 

Efektivitas mengukur tingkat 

keberhasilan atau pencapaian tujuan 

berdasarkan kualitas, kuantitas, dan waktu 

sesuai rencana. Rasio efektivitas digunakan 

untuk menilai kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan 

anggaran yang ditetapkan. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas 

mencakup daya guna, keaktifan, dan 

kesesuaian antara pelaksanaan tugas dan 

tujuan.  

Mardiasmo (2017) menyatakan 

bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan 

organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Indikator efektivitas menunjukkan jangkauan 

akibat dan dampak program terhadap tujuan 

yang ditetapkan, dengan kontribusi output 

yang lebih besar menunjukkan proses kerja 

yang lebih efektif.  

Menurut Mohammad (2016), 

semakin tinggi rasio efektivitas, semakin 

baik kinerja pemerintah daerah dalam 

mencapai target PAD. Rasio ini di rumuskan 

sebagai berikut: 

𝑅. 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
  × 100% 

Keterangan : 

R. Efektivitas  = Rasio Efektivitas 

PAD  = Pendapatan Asli Daerah 

 

 

 

Manfaat efektivitas sebagai alat ukur 

adalah untuk mengetahui apakah realisasi 
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan 

rencana dan target yang telah ditentukan. 

Selain itu, efektivitas membantu 

mencapai hasil yang diharapkan, mengurangi 

penggunaan sumber daya, memaksimalkan 

pemanfaatan sumber daya yang ada, 

meningkatkan potensi keuntungan, dan 

meningkatkan kinerja unit kerja sehingga 

output yang dicapai maksimal. 

 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Menurut Undang – Undang Nomor 

32 Tahun 2004, kemandirian keuangan 

daerah berarti pemerintah dapat mengelola 

pembiayaan dan pertanggungjawaban 

keuangannya sendiri dalam kerangka 

desentralisasi. Mahmudi (2019) menyatakan 

bahwa rasio kemandirian keuangan 

menunjukkan sejauh mana suatu daerah 

dapat membiayai pemerintahannya, 

pembangunan masyarakat, dan pelayanan 

menggunakan pajak dan retribusi sebagai 

sumber pendapatan. Rasio ini dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝐾𝐾𝐷 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑇
  × 100% 

Keterangan: 

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

PT = Pendapatan Transfer 

 

 

Persentase kemandirian finansial 

suatu wilayah menunjukkan sejauh mana 

wilayah tersebut bergantung pada 

pendapatan transfer. Ketergantungan daerah 

terhadap bantuan menurun seiring 

meningkatnya kemandirian finansial. 

Persentase kemandirian finansial juga 

mencerminkan kontribusi masyarakat 

terhadap pembangunan daerah melalui 

pembayaran pajak dan retribusi, yang 

meningkat seiring dengan kemandirian 

finansial daerah. 

 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Purba dan Hutabarat (2017) 

menyatakan bahwa kemampuan pemerintah 

daerah dalam desentralisasi berkorelasi 

dengan rasio derajat desentralisasi fiskal, 

yaitu perbandingan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio 

ini mencerminkan komitmen PAD dalam 

meningkatkan pendapatan daerah. 

Desentralisasi fiskal digunakan untuk 

mengelola pembangunan dan memperkuat 

perekonomian daerah dan pusat. Keleluasaan 

dalam menangani dana transfer dari 

pemerintah pusat diharapkan memperlancar 
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pengelolaan keuangan daerah, sehingga 

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat 

meningkat.  

Desentralisasi fiskal melibatkan 

pengalihan kewenangan fiskal daerah untuk 

mendukung desentralisasi administratif dan 

politik. Di Indonesia, ini diatur oleh Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kinerja 

ekonomi daerah dipengaruhi oleh 

desentralisasi fiskal dan otonomi daerah 

(Mardiasmo, 2002).  

Oleh karena itu, pemerintah pusat dan 

daerah harus mengoordinasikan kebijakan 

moneter dan fiskalnya, mempertimbangkan 

kepentingan daerah dalam keputusan tentang 

pajak, pinjaman luar negeri, dan pengelolaan 

anggaran. Rumus tingkat desentralisasi fiskal 

adalah sebagai berikut: 

𝐷𝐷𝐹 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
  × 100% 

Keterangan: 

DDF = Derajat Desentralisasi Fiskal 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

 

 

 

 

 

Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Daerah adalah hak 

pemerintah daerah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih, seperti yang 

dinyatakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Pendapatan Daerah mencakup semua 

barang dan jasa hasil kegiatan ekonomi di 

wilayah domestik, tanpa memperhatikan asal 

faktor produksinya. Menurut Abdul H. 

(2004), Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

adalah penerimaan yang diperoleh dari 

sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri 

berdasarkan peraturan daerah sesuai undang-

undang. Sektor pendapatan daerah penting 

untuk melihat sejauh mana daerah dapat 

membiayai kegiatan pemerintah dan 

pembangunan. 

Menurut Abdul H. (2007: 96), 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 

empat jenis: 

1. Pajak Daerah 

Iuran wajib dari individu atau badan 

yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintah dan 

pembangunan daerah, sesuai UU No. 

28 tahun 2009. Pajak daerah penting 

untuk kinerja keuangan di Kabupaten 

Temanggung. 
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2. Retribusi Daerah 

Pungutan daerah untuk pembayaran 

jasa atau izin tertentu yang disediakan 

pemerintah daerah, juga berdasarkan 

UU No. 28 tahun 2009. Terdiri dari 

retribusi jasa umum, jasa usaha, dan 

perizinan tertentu. 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan 

Penerimaan dari kekayaan daerah 

yang dikelola oleh badan usaha milik 

daerah (BUMD) atau entitas lain, 

termasuk laba, deviden, dan 

penjualan saham milik daerah. 

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

yang Sah 

Sumber PAD lainnya seperti hasil 

penjualan kekayaan daerah yang 

tidak dipisahkan, pemanfaatan 

kekayaan daerah, jasa giro, 

pendapatan bunga, tuntutan ganti 

rugi, keuntungan selisih nilai tukar, 

serta komisi atau potongan dari 

penjualan barang dan jasa oleh 

daerah. 

Keempat jenis pendapatan ini saling 

melengkapi dan berkontribusi terhadap 

kinerja keuangan dan pembangunan daerah 

di Kabupaten Temanggung. 

 

 

Kerangka Pikir 

Kerangka Pikir merupakan 

penjabaran dari hubungan terhadap variabel 

– variabel dalam penelitian. Pada Penelitian 

ini yang menjadi variabel independen adalah 

Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah (X2), Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal (X3), dan Pendapatan 

Asli Daerah (Y) sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan uraian diatas, kerangka Pikir 

penelitian ini bisa digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

II. METODE PENELITIAN 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini meneliti pengelolaan 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022-

2023 di Pemerintah Daerah Kabupaten 

Temanggung, yang berlokasi di kantor 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah (BPKAD) Temanggung. 
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Kabupaten Temanggung, yang 

terletak di tengah Provinsi Jawa Tengah, 

memiliki luas wilayah 870,65 km² dan 

dibatasi oleh Kabupaten Kendal di utara, 

Kabupaten Semarang di timur, 

Kabupaten Magelang di selatan, dan 

Kabupaten Wonosobo di barat. Wilayah 

ini sebagian besar merupakan dataran 

tinggi dan pegunungan, termasuk bagian 

dari Dataran Tinggi Dieng, serta dilalui 

oleh jalur provinsi yang menghubungkan 

Semarang dan Purwokerto.  

BPKPAD bertugas membantu Bupati 

dalam pengelolaan pendapatan, 

keuangan, dan aset daerah, dan 

sebelumnya dikenal sebagai Dinas 

Pendapatan Daerah (Dipenda) sebelum 

berganti nama menjadi DPPKAD dan 

akhirnya BPKPAD. 

 

Sampel dan Data Penelitian 

Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive 

sampling, yaitu penetapan kriteria tertentu 

untuk memilih sampel. Kriteria yang 

digunakan adalah data sekunder time series 

berupa laporan keuangan Pemerintahan 

Kabupaten Temanggung untuk periode 2022-

2023.  

Peneliti berpendapat bahwa 

pengambilan sampel dari laporan keuangan 

selama dua tahun terakhir adalah yang 

terbaru dan relevan, sehingga dapat 

menggambarkan objek penelitian saat ini. 

Sumber data yang digunakan adalah data 

sekunder, yang mencakup bukti, catatan, atau 

laporan historis yang telah 

didokumentasikan, khususnya Laporan 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten 

Temanggung untuk periode tersebut. 

Teknik Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda 

adalah metode untuk menentukan pengaruh 

dua atau lebih variabel bebas terhadap 

variabel terikat, serta untuk menunjukkan 

hubungan fungsional antara variabel-variabel 

tersebut. Sebelum melakukan analisis, model 

regresi harus memenuhi beberapa prasyarat, 

yang memungkinkan penulisan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 

Dimana : 

Y : Nilai Variabel Terikat (PAD) 

a : Bilangan konstan 

b1 : Koefisien regresi Rasio Efektivitas  

b2 : Koefisien regresi RKKD 

b3 : Koefisien regresi Rasio DDF 

x1 : Nilai Variabel Bebas (X1) 

x2 : Nilai Variabel Bebas (X2) 

x3 : Nilai Variabel Bebas (X3) 
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Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan analisis regresi 

linear, penting untuk memastikan bahwa data 

memenuhi asumsi klasik, yaitu serangkaian 

persyaratan statistik yang harus dipenuhi agar 

model regresi menghasilkan hasil yang valid 

dan dapat diandalkan seperti: 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Multikolinearitas 

c. Uji Heteroskedastisitas 

d. Uji Autokorelasi 

 

III. HASIL ANALISIS DATA DAN 

PEMBAHASAN 

 

Analisis Data 

Rasio Efektivitas 

Efektivitas adalah tingkat pencapaian 

suatu tujuan yang diukur berdasarkan 

kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai 

rencana. Semakin tinggi rasio efektivitas 

suatu daerah, semakin efektif kinerja 

pemerintah daerah. Berikut adalah hasil 

perhitungan rasio efektivitas untuk tahun 

2022 dan 2023. 

 

Dari data tersebut diperoleh bahwa 

Tingkat efektivitas keuangan daerah 

kabupaten Temanggung pada tahun 2022 

berada pada kriteria sangat efektif karena 

dapat melebihi prosentase 100%, yaitu 

sebesar 101.33% yang berarti target 

anggaran yang telah di tetapkan pada 

tahun sebelumnya telah tercapai. 

 

 

Dapat diperoleh data bahwa tingkat 

efektivitas keuangan daerah kabupaten 

Temanggung pada tahun 2023 berada 

pada kriteria sangat efektif karena dapat 

melebihi prosentase 100%, yaitu sebesar 

128.87% yang berarti target anggaran 
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yang telah di tetapkan pada tahun 

sebelumnya telah tercapai. 

 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

Rasio kemandirian keuangan daerah 

mencerminkan kemampuan suatu daerah 

untuk membiayai kegiatan pemerintahan, 

pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan 

masyarakat melalui pajak dan retribusi 

sebagai sumber pendapatan. Rasio ini 

dianalisis melalui empat pola hubungan: 

Instruktif, Konsultatif, Partisipatif, dan 

Delegatif. Tabel berikut menyajikan hasil 

perhitungan rasio kemandirian keuangan 

daerah. 

 

Dengan data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa rata – rata kemandirian 

keuangan daerah pemerintah Kabupaten 

Temanggung pada tahun 2022 berada di pola 

hubungan instruktif karena berada pada 

interval 0 – 25% yaitu dengan prosentase 

sebesar 21.03%.  

 

 

Dengan data tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa rata – rata kemandirian 

keuangan daerah pemerintah Kabupaten 

Temanggung pada tahun 2023 berada di pola 

hubungan instruktif karena berada pada 

interval 0 – 25% yaitu dengan prosentase 

sebesar 25.69%. 

 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

(DDF) adalah indikator penting yang 

mengukur komitmen Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) dalam meningkatkan pendapatan 

daerah secara keseluruhan. Rasio DDF yang 

lebih tinggi menunjukkan komitmen yang 

kuat dari pemerintah daerah untuk 

meningkatkan PAD dan mengurangi 

ketergantungan pada transfer dana dari 

pemerintah pusat. Tabel berikut menyajikan 
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perhitungan rasio derajat desentralisasi 

fiskal. 

 

Dari data di atas dapat diperoleh rata 

– rata derajat desentralisasi fiskal pada tahun 

2022 adalah sebesar 17.32%, yang berarti 

kemampuan keuangan daerah Kabupaten 

Temanggung pada tahun 2022 masih 

tergolong kurang karena berada pada interval 

10,01 – 20,00%.  

 

Dari data di atas dapat diperoleh rata 

– rata derajat desentralisasi fiskal pada tahun 

2023 adalah sebesar 20.42%, yang berarti 

kemampuan keuangan daerah Kabupaten 

Temanggung pada tahun 2023 tergolong 

cukup karena berada pada interval 20,01 – 

30,00%. 

Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan data secara umum, 

termasuk nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi 

(max), nilai terendah (min), dan standar 

deviasi dari variabel – variabel seperti Rasio 

Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah (X2), Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal (X3), dan Pendapatan 

Asli Daerah (Y). Tabel berikut menyajikan 

hasil dari analisis statistik deskriptif tersebut. 

 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

deskriptif, Rasio Efektivitas (X1) memiliki 

nilai minimum sebesar 6,92, nilai maksimum 

128,87, nilai rata-rata 62,6021, dan standar 

deviasi 36,59924 selama periode 24 bulan. 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2) 

menunjukkan nilai minimum 16,47, nilai 

maksimum 29,98, nilai rata-rata 23,3596, dan 

standar deviasi 3,48340 untuk periode yang 

sama.  

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

(X3) memiliki nilai minimum 14,14, nilai 
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maksimum 23,06, nilai rata-rata 18,8742, dan 

standar deviasi 2,32010 selama 24 bulan. 

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (Y) 

memiliki nilai minimum sebesar -

45.693.394.187, nilai maksimum 

51.876.349.752, nilai rata – rata 

28.821.941.940,46, dan standar deviasi 

17.654.661.575,102 untuk periode 24 bulan. 

 

Uji Asumsi Klasik 

 

 

Berdasarkan hasil Uji Normalitas 

Kolmogorov-Smirnov, nilai Asymp. Sig (2-

tailed) adalah 0,018, yang lebih kecil dari 

0,05, sementara nilai Exact. Sig. (2-tailed) 

adalah 0,278, yang lebih besar dari 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa data tidak 

berdistribusi normal, sehingga persyaratan 

untuk uji normalitas model regresi belum 

terpenuhi. 

 

Berdasarkan hasil Uji 

Multikoliinearitas, nilai tolerance dan VIF 

menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala 

multikolinearitas pada Rasio Efektivitas (X1) 

dengan nilai tolerance 0,901 > 0,1 dan VIF 

1,110 < 10. Namun, pada Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah (X2), terdapat gejala 

multikolinearitas dengan nilai tolerance 

0,001 < 0,1 dan VIF 1062,926 > 10. Untuk 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3), 

tidak terdapat gejala multikolinearitas 

dengan nilai tolerance 0,995 > 0,1 dan VIF 

1,005 < 10. 

 

Berdasarkan hasil Uji Autokorelasi, 

model regresi memiliki nilai D – W Test = 

2,361 yang berarti bahwa tidak terdapat 

gejala autokorelasi. Maka dari data tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa persyaratan uji 

autokorelasi model regresi sudah terpenuhi. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat masalah autokorelasi pada 

model ini.   

 

Berdasarkan hasil Uji 

Heteroskedastisitas, diperoleh nilai 

signifikansi Rasio Efektivitas (X1) sebesar 

0,290 > 0,05 , nilai signifikansi Rasio 

Kemandirian Kemandirian Keuangan Daerah 

(X2) sebesar 0,888 > 0,05 , nilai signifikansi 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) 

sebesar 0,898 > 0,05. Sehingga dapat 

diperoleh Kesimpulan bahwa tidak terjadi 

gejala heteroskedastisitas dalam model 

regresi ini.  

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai Constanta (a) 

adalah -308761353085,005, nilai Rasio 

Efektivitas (X1) adalah 4223672,630, nilai 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2) 

adalah -54973716711,290, dan nilai Rasio 

Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) adalah 

85910124119,207. Persamaan regresi dapat 

ditentukan sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑏𝑜 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 

 

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat 

dilihat bahwa: 

a. Y adalah Pendapatan Asli Daerah 

b. Jika nilai b1 adalah nilai dari Rasio 

Efektivitas (X1) sebesar 4223672,630 yang 

berpengaruh positif terhadap (Y), maka 

artinya apabila (X1) meningkat sebesar 1 

satuan, maka PAD (Y) akan meningkat 

sebesar 4223672,630 satuan, dengan asumsi 

variabel lain tetap atau konstan. 

c. Jika nilai b2 adalah nilai dari Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah (X2) sebesar 

-54973716711,290 yang berpengaruh negatif 

terhadap (Y), maka artinya apabila (X2) 

meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD (Y) 

akan menurun sebesar -54973716711,290 

satuan, dengan asumsi variabel lain tetap atau 

konstan. 

d. Jika nilai b3 adalah nilai dari Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal (X3) sebesar 
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85910124119,207 yang berpengaruh positif 

terhadap (Y), maka artinya apabila (X3) 

meningkat sebesar 1 satuan, maka PAD (Y) 

akan meningkat sebesar 85910124119,207 

satuan, dengan asumsi variabel lain tetap atau 

konstan. 

 

Analisis Koefisiensi Korelasi dan 

Determinasi 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai R 

yang dihasilkan adalah 0,867, menunjukkan 

hubungan yang cukup kuat. Nilai Adjusted R 

Square adalah 0,714 atau 71,4%, yang berarti 

variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) yang 

dapat dijelaskan oleh Rasio Efektivitas (X1), 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (X2), 

dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (X3) 

adalah 71,4%. Sisanya, 28,6% variabel 

Pendapatan Asli Daerah (Y) dijelaskan oleh 

variabel lain selain (X1), X2), dan (X3). 

 

 

 

 

 

 

Hasil Analisis Uji F 

 

Berdasarkan tabel diatas, pada uji F 

diperoleh nilai signifikansi 0,044 < 0,05. 

Oleh karena itu, dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa variabel independen yang terdiri dari 

Rasio Efektivitas (X1), Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah (X2), serta Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal (X3) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (Y), sehingga secara 

menyakinkan dapat menjelaskan variabel 

dependen. 

 

Hasil Analisis Uji t 

Berdasarkan tabel Analisis Regresi 

Linear Berganda, dapat dilihat bahwa nilai 

signifikansi Rasio Efektivitas (X1) adalah 

0,911 > 0,05, sehingga Rasio Efektivitas 

tidak berpengaruh terhadap PAD (Y). Nilai 

signifikansi Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah (X2) adalah 0,000 < 0,05, sehingga 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

berpengaruh secara signifikan terhadap PAD  

(Y). Nilai signifikansi Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal (X3) juga 0,000 < 0,05, 
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sehingga Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

signifikan terhadap PAD (Y). 

 

Hasil Analisis Regresi 

Setelah analisis regresi linear 

berganda, dilakukan Uji F dan Uji t untuk 

mengevaluasi pengaruh Rasio Efektivitas 

(X1), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 

(X2), dan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

(X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).  

Hasil Uji F menunjukkan bahwa 

ketiga rasio tersebut secara simultan 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (Y). Namun, Uji t menunjukkan 

bahwa Rasio Efektivitas (X1) tidak 

berpengaruh, sementara Rasio Kemandirian 

Keuangan Daerah (X2) dan Rasio Derajat 

Desentralisasi Fiskal (X3) berpengaruh 

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y). 

 

IV. PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil uraian Tugas Akhir 

diatas mengenai “Analisis Pengaruh 

Rasio Efektivitas dan Kemandirian 

Keuangan Daerah terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Temanggung 

Periode Tahun 2022 – 2023” mendukung 

teori stewardship, yang menekankan 

kepentingan bersama dalam melayani 

masyarakat untuk kesejahteraan daerah. 

Hasil penelitian menunjukkan: 

1. Rasio Efektivitas 

Kinerja keuangan Kabupaten 

Temanggung tergolong efektif 

dengan rata-rata 115,1%, melebihi 

100%, karena penerimaan pajak dan 

retribusi daerah melebihi anggaran. 

2. Rasio Kemandirian Keuangan 

Kemandirian keuangan Kabupaten 

Temanggung sangat rendah dengan 

rata-rata 23,36%, menunjukkan 

ketergantungan yang tinggi pada 

pemerintah pusat. 

3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

Kinerja keuangan berdasarkan rasio 

ini tergolong kurang dengan rata-rata 

18,87%, menunjukkan PAD yang 

masih kurang untuk membiayai 

pembangunan daerah. 

4. Pengaruh Rasio 

Rasio Efektivitas tidak berpengaruh 

terhadap PAD, sedangkan Rasio 

Kemandirian Keuangan Daerah dan 

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 

secara simultan berpengaruh terhadap 

PAD Kabupaten Temanggung. 
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Keterbatasan Penulis 

Penelitian yang penulis lakukan pasti 

memiliki keterbatasan. Keterbatasan yang 

peneliti hadapi adalah sebagai berikut: 

1. Keterbatasan ketersediaan data dan 

informasi yang akurat dan terkini, 

terutama data keuangan daerah dan 

indikator ekonomi dan sosial di 

Kabupaten Temanggung, yang 

mempengaruhi kualitas analisis. 

2. Proses pengumpulan data yang 

memakan waktu lama, menghambat 

peneliti dalam melakukan penelitian 

secara maksimal. 

3. Kendala dalam pengujian asumsi 

klasik normalitas, di mana data tidak 

berdistribusi normal, serta gejala 

multikolinearitas pada rasio 

kemandirian keuangan daerah (X2), 

yang mungkin disebabkan oleh 

jumlah sampel atau data yang terlalu 

kecil. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis pada Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Temanggung, maka 

penulis mengemukakan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Temanggung  

Pemerintah Daerah dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) dengan 

mengoptimalkan pemungutan pajak 

dan retribusi melalui percepatan 

penyusunan peraturan daerah, 

perubahan tarif retribusi, peningkatan 

sumber daya manusia, serta 

pengawasan berkala dan mendadak. 

Perbaikan proses pengawasan 

dan penerapan sanksi terhadap wajib 

pajak dan petugas pajak juga 

diperlukan. Strategi ini diharapkan 

meningkatkan PAD, mendukung 

kemandirian keuangan daerah, 

mempercepat pembangunan, dan 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.  

Keberhasilan bergantung 

pada komitmen dan konsistensi 

seluruh pemangku kepentingan untuk 

menciptakan sistem pemungutan 

yang efektif, efisien, dan akuntabel, 

serta peningkatan PAD yang akan 

berdampak positif pada infrastruktur, 

pelayanan publik, dan daya saing 

daerah. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Peneliti selanjutnya 

diharapkan memperluas cakupan 

penelitian dengan menggunakan rasio 

dan teknik analisis yang lebih 

beragam serta sampel data yang lebih 

banyak untuk menghasilkan hasil 

yang lebih reliabel dan akurat.  

Penelitian mendatang 

diharapkan memberikan temuan yang 

lebih bermanfaat bagi pengembangan 

teori dan praktik pengelolaan 

keuangan daerah di Indonesia, yang 

pada akhirnya berkontribusi pada 

tujuan pembangunan nasional yaitu 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mencapai keadilan 

sosial. 
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